
PERATURAN DAERAII PROPINSI JAMBI

NOMOR 6 TAHUN 2OO2

TEN'TANG

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

r\l llrtr' DLrrITr r a 1rrDr\I t, r.rlr l\l\ fJ rt\ dtrt'Mltl

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (l) huruf a
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor lg Tahun 1g9i
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka
Pajak Kendaraan Diatas Air termasuk jenis pajak
Propinsi;

' b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Urrdang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Sw4tantra
Tingkat I Sumatera .Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Tahyn 1958 Nomor ll2);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 19Bl tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 19g3
tentang pelaksanaan Kitab LJndang-undang Hukum
tcarr Pidane.:
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3. Llndang-undang Nornor '18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dcr

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

'farnbahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo Undang-undary
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undary
Nomor l8 Tahun 1997 (Lembaran Negara T'ahun 2000 Nomor 24t,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4" Undang-undang Nomor 19 Tahun lg97 tentang Penagihan Pajdc

dengan Swat Pa*sa (Lernbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

5. Undang-undang Nomo r 22Taht;n 1999 tentang Pemerintahan Daenh
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, 'Iambahan Lembarar

Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomoi 25 Tahun t999 tentang Perimbangur

Keuangan antrara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negaa

Tahun 1999 Nomor 72, Tarnbahan Lembaran Nggara Nontr
3848);

7 " Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pqiak Daenh
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembann
Negara Nomor 4138);

8. Keputusan Presiden Nomor 44' Tahun' 1999 tentang Tehrik
' Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan . Bentrk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah drn

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahtm 1919

Nomor 70);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentag
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentag
Pedoman fam Cara Pemungulan Pajak Daerah.
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11. Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 173 Tahun 199?
tentang Tata cara perneriksaan di Bidang paiak Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 200r tentang Teknik penyusunan dan
I\{ateriMuatanproduk-produkHukumDaeral4 

:

.13' Keputusan Menteri Daram Negeri dan otonomi
Daerah Nomor ZZ Tahun 2001 tentang Bentuk
Produk-produL Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi
Daerah Nomor 23 Tahun 200r tentang prosedur
Penlrusunan produk Hukum Daerah,

15. Keputusan Menteri Daram Negeri dan otonomi
Daerah Nomor 24 Tahun 200r tentang Leinbaran
Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujunn

DEWA'{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAMBT

MtrMUTUSKAN

MeTLta$aTT: PERATURAN DAERAII PROPINSI JAMBI
TENTANG PAJAK KENDARAAN DIAT,4.S AIR

BAB I'
KETANTUAN UMTIM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalalr pemerintah propinsi Jamhi
selanj utnya disebut pEMDA;
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b.

c.

d.

e.

Gubernur adalah Gubemur Jambi;

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jambi;

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi adalah Unit
Pelaksana Teknis Djnas Pendapatan Propinsi yang berada di
Kabupaten/I(ota dalam Propinsi Jambi;

Administrasi llelabuhan (Adpel) i Kantor Pelabuhan (Kanpel) yang

selanjutnya disebut Adpel / Kanpel dalam Propinsi Jambi;

Dinas Perhubungan pdalah Dinas Perhubungan Propinsi Jarnbi;

Kendaraan Diatas Air adalah semua kendaraan yang baada diatas
Air, baik yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi qntuk mengubah suatu sumber daya

energr tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan berrnotor yang

bersangkutan maupun yang tidak digerakkan oleh peralatan berupa
motor atau peralatan lainnya;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuranwajib yang'
dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksa berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digruukan untuk
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Daerah;

Wajib Pajak Kendaraan Diatas Air adalah Orang pribadi atau badan
yang memiliki kendaraan Diatas Air; !

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD
adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk nelaporkan
perhitungan dan pembayaran Pajak yang tertuang menunrt Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

(}
b.

J.

tt2



k. surat setoran Pajak Daerah yang selanjutnya elisebut s-qpD,
adalah surat yang" digunakan otltr iva;it p4ur, *tot *rrut"tr"
pembayaran dan penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau
ketempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur;

l. surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjurnya disebut srpD adalah
surat untuk melalrukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

m. surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutrya disebut sKpD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya'pajak yang
terutang,

n surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disebut SKPDKB adalah surat Keputusan yang rnenentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jum-iah
yang masih harus dibayar;

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah Surat Keputusan yan;
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

p. surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disebut SKPDLB adalah surat Keputusan yang *en.ntukan
jurnlah kelebihan pembayaran pajak tu.eou .iuiniarr kredit lajatlebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang;

q" surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,yang selairjutnya disebut sKpDN
adalah surat Keputusan yang menentukan jumrah pajak yang terutang
sama besarnya dengan kredit Fajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit Pajak;
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t. Surat Keputusn Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk
membetulkan ksalahan ilrlis, kesaiahan hitung dan atari kekeliruan
dalam penerapfl Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD,

SKPDKB, SKP}KBT, SKPDLB, SKPDN AIAU ST?D;

Surat Keputusar Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan

terhadap SKPI SKPDKB, SKPDKBT, SKPDIB, SKPDN, atau

terhadap pemo0ngan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh rvajib Pajal

t. Pemenksaaa rdalah serangkaian kegiatan untuk mencari,

mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya

dalam rangka pngalvasan kepatuhan kewajiban perpajakan Daerah

berdasatkan Penturan Daerah ini;

Penyidikan tirfak pidana dibidang pelpajakan Dae.rah, 
-udulul

serangkaian tinlakan yang ditakukan oleh'Penyidik Pegawai Negeri

Sipil (PPNS) dlingkungan Pemerintah Daerah, untuk mencari serta

mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidanl perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan.

tersangkanya;

Keputusan Bar{ing adalah Putusan Badan Penyelesaian sengketa

PEak atas bading terhadap Surat Keputusan Keberatan yang

riajukan oleh uajib pajak.

BAB II
NAIAO OBJEK DAN SUBJEKPAJAK

Bagian Pertama
Nama'Pajak" ':

Pasal 2

Dengan Nar,na Pajk Kendaraan Diatas Air dipungut Pajak atas setiap

K.enclaraan Di a.ta.s .dir

ll4

u.

v.



Bagian Kedua
Objek Pajak

Pasal 3

(l) objek Pajak Kendaraan Diatas Air adalah kepemilikan danlatau
penguasaan Kendaraan Diatas Air;

t:2) objek Pajak Kendaraan Diatas Air sebagaimana dimaksud dalam
ayat (l), meliputi :

a, Kendaraan 
- ^diatas 

air dengan ukuran isi kotor sekurang-
kurangnya 20 M3 atau GT 7;

b. Kendaraan diatas air yang digunakan untuk"'k prntingun
penangkapan ikan / udang atau satwa lainnya;

c. Kendaraan diatas air untuk kepentingan pesiar perseordngan
yang meliputi yacht, pleasure ship/spqrty ship;

d. Kendaraan diatas air untuk kepentingan angkutan perairan;

e. Kendaraan diatas air diluar propinsi yang beroperasi dalam
wilayah Propinsi Jambi lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek pajat Kendaraan. Diatas Air adalah
kepemilikan dan/atau penglasaan Kendaraan Diatas Air oleh :

a. Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerJ;
b. Kedutaan, Konsultan, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga

Internasional dengan asas timlral balik; , , ,

:' orang Pribadi atau badan alas kendaraan di atas air perintis;
d" Subjek Pejak lainnl'n;'ang ditet4pkln dengan Perataran Daerah.
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Bagian Ketiga
Suhjek Pajak

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Kendaraan Diatas Air adalah orang pribadi atau badan
yang memiliki darlatau menguasai Kendaraan Diatas Air;

t2) Wajib Pajak Kendaraan Diatas Air adalah orang pribadi atau badan
yang memiliki Kendaraan Diatas Air;

(3) Ya-ng benangg;ng jawab atas pemba.yara-n Paja,k adalah ora-ng a-ta-r-t

badan yang memiliki, menguasai, memanfaatkan atau ahli waris
yang sah dari pemilik.

BAB III
DASAR PENGEtr{AN, ttllil?A|Lff* PEY 

-UNGAN 

PArAK

Ilasrr Perhitungan
Pasal 6

a

(1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air dihitung berdasarkan
Nilai Jual Kendaraan Diatas Air;

(2) Nilai Jual Kendaraan Diatas Air diperoleh berdasarkan harga
. pasaran umum atas suafu Kendaraan Diatas Air;

(3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Diatas Air
tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Diatas Air ditentukan
berdasarkan faktor-fakto r antaralain :'
a. Penggunaan Kendaraan Diatas Air;
b. Jenis Kendaraan Diatas Air,
c. Merek Kendaman Diatas Air;
d. Tahun Pembuatan atau renovasi Kendaraan Diatas Air;
e Isi kotar K.enclaiaan lliatas Air:
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f. Banyaknya penumpang atau berat muatan rnaksimum yang
diizinkan;

g. Dokumen impor untuk jenis Kendaraan Datas Air tertentu.

(4) Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Diatas Air
sebagairnana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat (3)
dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalarn
Negeri dengan Pertimbangan Menteri Keuangan;

(5) Tabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditinjau kembali setiap
tahun.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 7

Tarip Pajak Kendaraan Diatas Air ditetapkan sebesar I,5 Vo(satu koma
lima persen);

Pasal I

(1) Besarnya pokok Pajak Kendaraan Diatas Air yang terutang dihitung
dengan cara mexgalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ?

dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (4).

(2) Pajak Kendaraan Diatas Air yang terutang dipungur di Wilayah
Daerah tempat Kendaraan Diatas Air terdaftar,

Pasal 9

Pejabat yang menentukan daya kuda (PK), jenis, fungsi dan kubikasi
(M3) atau suatu Kendaraan Diatas Air adalah Adpel i Kanpel danlatal
p;jabat dari Dinas Pcrhubungan atau pejabat lairi larrg Jirunjuk,
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BAB W
I\{ASA PAJAK SAAT PIJAK TERHUTANG '

DAN SURAT PEI}BERITAHUAN
Pasall0

(1) Pajak Kendaraan Diatas Air diknakan untuk masa pajak 12 (dua
belas) bulan berturut-turut tehitung mulai saaf pendaftaran
kendaraan bermotor:

(2) Pajak Kendaraan Diatas Air dibayr sekaligus dimuka;

(3) Pajak Kendaraan Diatas Air ya4 karena suatu dan lain hal masa
pajaknya tidak sampai 12 (dtra blas) bulan, maka dapat dilakukan
restitusi'

(4) Tata cata pelaksanaan restitui drtetapkan dengan Keputusan
Gubernur;

(5) Bagiarr dari bulan yang rnelebihil5 (lirna belas) hari dihitung satu
bulan penuh.

Pasalll.

(1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTB;

fil SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditnda tangani oleh wajib pajak atau
orang yang diberi kuasa olehnya;

(3) SPTfD sebagaimana dimaksud pda ayat (2) disampaikan ke Dinas
Pendapatan paling lama :

a. Untuk Kendaraan Diatas Air hru 14 (empat belas hari sejak saat
kepemilikan);
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b. Unluk Kendaraan Diatas Air bukan baru sampai dengan tanggal
berakhirnya masa paj ak;

c, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi
Kendaraan Diatas Air pindah dari luarDaerah.

(4) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Diatas Air dalam masa
Pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin
suatu KendaraanDiatas Air, wajib dilaporkan dengan menggwrakan
SPTPD.

Pasal 12

(l) SPTPD yang dimaksud pacla Pasal l0 ayar (l) sekurang-kurangnya
mernuat:
a. Nana dan alamat lengkap pemilik;
b. Jenis, Merek, Type, Isi Silinder, Tahun perakitan, warna, nomor

rangka dan nomor mesin;
c. Gandengan

' (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana diniaksud pacla
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernw.

BAB V
KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud.-pada Pasal ll ayat (l)
Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
disamakan;

{2} Bentuk, isi, kualitas SKPD dan ukurao sebagaimana dimaksud pada
avat {1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernrr^
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Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak,
Gubernur dapat menerbitkan

a. SKPDKB dalah hal :

l. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lairl
Pajak yang terutang tidak atau k-urang bayar;

2. Apabila SPTPD tidak disamparkan kepada Gubernur dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.

3, Apabila kewajiban mengisi SPTPD ridak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dari atau data yang
semula belum terungkap yang menvebabkan penambahan jumlah
Pajak terutang;

c. SKPDN apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya.
dengan,iumlah kredit Pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

BAB VI
SANKSI
Pasal 15

(1) Jumlah kekurangan Pajak terutang datam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 dan 3 pisal la
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ldua
persen) sebelum dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat

{i!ry* untrrk jangka waktu paling lama24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya Pajak;
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(2) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPD}OT sebagaimana
dimaksud pada huruf b Pasal 14 dikenakan saksi admiqistrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persn) dari jumlah
kekuranganPajaktersebut; : 

:

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan
apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dlkukan tindakan
pemeriksaan;

(4) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a angka l, 2 dan 3 dikenakan saksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 o/o (dua puluh lima pesen) dari pokok
Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bungaebesar Zo/o (dua
persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kuraq atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling trama}4 (dua prtrh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangny a pEak;

(5) Pemilik dan atau yang menguasai kendaraan yng berasal dari
luar daerah yang tidak memutasikan kendaraanya lebih dari
90 (sembilan puluh) hari ke Propinsi Jambi dcenakan sanksi
tindakan penahanan kendaraan alat angkutan diatasdr.

' pasal 16

(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dihyar;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuraqan pembayaran
sebagai akibat salah tulis darvatau salah hitung;

c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.
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(2) Jumlah kekurangn Pajak yang terutang dalam sTpD sebagaimana
drrnaklud pada apt (l) huruf a dan huruf b ditambah dbngan sanksi
administrasi berua bunga sebesar 2 o/o (dua persen) seiiap bulan
untuk paling lara 15 (lima belas) bulan sejak saat teruiangnya
pajak;

(3) SKPD yang tidk atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikeakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % {dua persen) ebulan ditagih melalui STPD;

( l\ Qr.ri:rlr i^.i .lra L4.o noen\r., uvrr!w\? roi_vc^iii [ia i;iiia penyafi]p3ian STPD Citotapkan dengan
Keputusan Guberur.

BAB VII
TATA CARI PEMBAYARAN DA}[ PENAGIHAN ]. '

fasal 17

(1) Pajak harus dilunsi sekaligus dimuka untuk rnasa 12 (dua belas)
bulan;

(2) Pajak dilunasi seimbat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan
SKPD, SKPDKB,SI(PDKBT, SPPD, Surai Keputusin pembetulan,
Surat Keputusal Keberatan dan Putusan Banding yang

. 
menyebabkan judh BRN-KB yang harus dibayar bertambah,

(3) Gubernur atas prmohonan wajib pajak setelah memenuhi
persyaratan yang iitentukan dapat memberikan persetujuan kepada
pajib Pajak untrt rnengangsur atau penunda pembayaran pajak
dengan dikenakanbunga 2 % (duapersen) sebulan;

(4) Tata cara pembayran angsuran atau penundaan ditetapkan dengan
Keputusan Gubernr;

{5) Pernba},avan cJilahkan di Kas Daerah etau ternpat lein yang
ditetapkan denganteputusrn Gubemur.
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Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKpD, SKPDKB, SKPDKBT,
SPPD, surat Pembetulan, Surat Kepufusan Keberatan dan putusarr
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan surat paksa;

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasai i9

(1) Pemilik Kendaraan Diatas Air yang telah membayar lunas pajaknya
diberi tanda pelunasan pajak dan penning;

{2) Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (r) harus ditempelkan
pada tanda nomor Kendaraan Diatas Air;

{3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning,
serta cata penempelan penning ditetapkan dengan Keputusan' Cubernur.

BAB Vttr
PEMBtrTI"ILAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN. DAN PENGIIAPUSAN ATAU PENGUR{NGAN

SANKSIADMI|IISTR,A,SI
Pasal 20

(1) Gubernur karena jabatan atau atas p"r*ohonun wajib pajak
dapat membetulkan SKPD atau sKpDkB arau sKpDKBT itau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan turis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalarn penerapan peraturan perpaiakan
Daerah;
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{2) Gubernur dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupab*gu" denda dan keniikan- pajak y*g-ir*t*og menurutPenaturan pep-aj{an Daera[ 
-ourrrn 

fr'al 
-sanksi 

tersebutdikarenakan [rt ttiuan wajib pajak, atau 
"irtn 

T;#
kesalahannya:

b' Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi admirustrasi danpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sehasaimnna
dimaksuci paaaayat(2) diatur dengan r"putur* A;.*;'E ':!!'=aa

BAB IX
KEBERATAN DAN BANI}ING

Bagian pertama
Keberatan
Pasal 2l

(1) 
Y".lt l-uiuk dapal mengajukan keberaran hanya kepada cuu"**ahu Pejabat yang ditunjuk atas suatu :a. SKpD;
b. SIfDKB;
c. SKPDKBT
d. SKPDLB

' e. SKpDN;
f' Pemotongan atau pemun gutan oleh pihak Ketiga berdasarkan

Peraturan perundang-undangan p".p:ur.un na"rui' yang berlaku;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai arasan-alasanyang-ielas;

(3) Dalah $l wajib l::t} mengajukan keberaran aras keterapan pajak
secara jabatan, Wajib fajak- harus dapat membuktik-i t-tiO"f.benaran ketetapan pajak teriebut;
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(4) Kderatan harus drlakukan dalam jangka waktu paling lama
3 [iga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud. pada
ayt (1) kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan
bahva jan$.a waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar
keirasaan;

(5) Kderatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pah ayat (2) ilan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,
seingga tidak dipertimbangkan;

(5) Pegajuan keberatan tidak menunda kewajiban mernbayar pajak dan
pelksanaan penagihan paj ak.

Pasal 22

(l) Grlernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
ta4gal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusah atas
kebratan yang diajukan;

(2) Kqutusan Gubernur atas keberatan dapat menerima seluruhnya
rta sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang
tentang;

(3) Apbila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) telah
lerat dan Gubernur tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang
birytan tersebut dianggap dikabulkan

Bagian Kedua
Banding
Pasal 23

(1) Wiib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada
Bahn Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai
kebratann;'e )rang ditetapkan oleh Gubernur:
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waklu 3 (tiga) bulan
sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan
tersebut

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban
membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 24

apabiia pengajuan kcbcraian atau peirnolioriaii bar,,Jir'g dikabiilkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan
dengan ditarnbah imbalan sebesar 2 Yo {dua persen) sebulan untuk jangka

waklu paling lama 12 (dua belas) bulan.

. BABX
KERII'iGAIIiAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 25

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan'
Pajak.

Pasal 26
a

Kendaraan Diatas Air yang dilpergunakan sebagai ambnlance dan

Pemadam Kebakaran dapal diberikan kebebasan dan/atav keringanan
Pajak yang ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 27

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak
ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
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BAB XI
PENGAMBALIAN KELEBIHAI{

PEMBAYATAI PAJAK
Pasal 28 ."

(1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak Kendaraan Diatas Air kepada Gubernur;

(2) Gubernur dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
Keputusan

(3) Apabila jangka wakru sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) telah
lewat Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
Keputusan, Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak, dianggap dikabulkan dan SKpDLB harus diterbitkan duu*
waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayar (2) rangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajal
dimaksud,

(5) Pqngembalian kelebihan pajak dilakukan dalarn waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya sKpDLB aiirgan
menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan pajak
(SPMKP):

(6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Gubernur atau
Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 yo

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pernbayaran kelebihan
pajak
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Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal zt ayat (4), pembayar*ryu
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbutcuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUARSA

Pasal 30

(1) FIak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah
melampaui jangka wakru 5 (lima) tahun terhitung .sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melalukan tindak
pidana dibidang perpaj akan Daerah;

i2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l )
tertangguh apabila :

a, Diterbitkan.surat teguran dan surat paksa atau; .
b. Ada pengakuan utang pajak dari- wajib pajak baik langsung

rnaupun tidak langsung.

BAB XIIT
PENGAWASAN

Fasal 31

{1) P-engawasan atas pelaksanaan keteirtuan peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Gubernur alau pejabat yang di.funjuk;

p) flt,C*u, Peng,awasan sebagaimana dimaksud pada ayar (1) pasal
ini ditetapkan oleh Gubernur.
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(1)

(2)

BAB Xr'V
KTIEI\TUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib pajak yang karoa kealpaannya tidak menyampaikan SpTpD
atau mengisi denga tidak benar atau tidik lengkap atau
melampirkan keteraqan yang tidak benar hingga meiugikan
keuangan Daerah dapt dipidana deiigar-r pidana kurungan puiing
lama 1 (satu) tahun dau denda paling banyak 2 (dua) kali pajak
terutang;

Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengis; dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau keterangan yangtidak benar sehingga merugikan keuangan
Daerah dapat dipidanadengan pidana kurungan paling rama2 (dua)
tahun atau denda pdlng banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang;

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimaa dimaksud pada pasal 32 tidak ditunrut
setelah melanpaui jangh waklu l0 (sepuluh) tahurr sejak saat
terutangnya pajak atau berkhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian
tahun pajak atau berakhirny tahun pajak.

t.

BAB XV
PENYIDTKAN

Pasal 34 (

{1) Pejabat Pegawai Negri sipil tertentu di lingkungan pemerintah
Daerah diberi wewenarg khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak Pidaa dibidang perpajakan Daerah, sebagaimana
dimaksud dalam l.lndrns-undans Nomor R Tahrrn lggl-tentang
Hukum Acara Pidana;
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimatra dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah ager keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap danjelas; ,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan

Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajdkan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukri
pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukaq
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pmeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa identitas orang datr/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang
Perpajakan Daerah;

i Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersongka atau saksi,
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j. h4enghentikan penyidikan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang
dapat bertanggung j awab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi! penyidikan kepada
Penrurtut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik lndonesia,
sesuai dengan ketentuan 1'ang diatur dalam Undang-undang Nornor
R Tahrrn 1OQ1 +an+ornIJ-.rt''rm Anaro tti.lo-o16 rrwrwrt : lvge I rwu4.

BAB X\rI
PEMBAGIAN HASIL PAJAK
DAN BIAYA PEMUNGUIAN

' Peunbagian Hasil Pajak
Pasal 35

(1) Hasil PungutanPajak Kendaraan Diatas Air dibagi sebagai berikut .

a. 70 olo (tujuh puluh perseratus) untuk Propinsi;
b. 30 o/a (tigapuluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota.

(2) Pembagian 30 % untuk Kabupaten r'Kota diatur kemudian dengan
Keiutusan Gubernur. :

Bagian Kedua
Biaya Pemungutan

Pasal 36

Kepada Instansi pemungut diberi biaya pemungutan sebesar 5 % (lima
persen) dari hasil pungutan dan pembagiannya diatur lebih laniut dengan
Keputusan Gubemur.
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BAB XWI
KETENTUAN PENUTUP

pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalarn peraturan Daerah ir
ryp-anlang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan KeputusaGrrbernur. : ^

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan. Aga
setiap- orang dapat mengetahui memerintahkan pingund angaiperatura
paeph ini dengan penempatannya dalam tembaran oalrah propins
Jambi.

, Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 28 Juni 2002

GUBERNTIR JAMBI

ttd 
',

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi j

Pada tanggal 28 Junit 2002

SEIGETARIS I}AERAH PROPINSI JAMBI
t'

ttd

H. A. CHALIK SALEH
,,3,

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHTJN 2OO2 NOMOR S

SERI B sO]\TOR 8.

132



PENJET,ASAN
ATAS

.

PERATURAN DAEITAH PROPINSI JAMBI

NOMOR 6 TAIIUN 2OO2 :

TENTANG

PAJAK KEFII}ARAAN DI ATAS AIR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat adil makmur materil dan spirituil berdasarkan Pancasila
oleh karena itu maka proses pembangunan yang saat ini tengah
berlangsung harus tetap berkesinambungan dan , berjalan
sebagaimana rnestinya. Hal ini diimbangi pula dengan p.nyediaan
dana yang mernadai antara lain dengan t.** -tn.ngguli 

dan
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Salah satu
potensi yang dapat digali dgn dikembangkan tersebut adalah berupa
Pajak Kendaraan Di Atas Air.
Agar'pelaksaruulnnya'dapat beqalan dengan baik, rnaka perlu diatur
dsn'rdituangkan dalam suafu Peraturan Daerah. oletr karenanya
dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah propinsi ju,n"tti

tentang Pajak Alat Angkutan Di Atas Air

IL PENJELASAN PASAL DEIVII PASAL

Pasal, I
Cukup jelas
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Pasal 2

Cukup jglas 
,

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Huruf a Kendaraan Di Atas Air l'{ilik Badan usaha Mrilik

Negara dan . Badan Usaha Milik Daerah tidak
dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Di Atas
A:-.nrl.

Huruf b Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak

[ffi;"' ?,ffi,,*,'".;i#Hll "*ff;;rKeputlsan 
Menteri Keuangan.

Huruf c Yang dimaksud dengan Kendaraan Di Atas Air
perintis adalah Kapal yang digunakan untuk .
pelayanan angkutan perintis. 

:

Huruf d Subjek Pajak yang dimaksud dengan lainnya yaitu,. 3:ffirH?tX'H*"S"-ril itr,f,illlf*ffi;
untuk keperluan keselamatan, seperti kapal pandu
dan kapal tunda.

Pasal 5

Ayat (1) Cukupjelas

Ayat (2) Dalam hal wajib Pajak badan, kewajiban perpajakan-
nya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan
tersebut.

Ayat 13i Cukupjelas
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Pasal 6

Ayat (l) Cukup.jelas

..

Ayat (2) Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air ditetapkan ber-
dasarkan harga pas&ran umum minggu pertama
bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
Flarga pasaran umum adalah harga rata-rati yang
diperoleh dari sumber data, antara,lain dari tempai
penjuaian Kenciaraan Di Atas air,

Ayat (3) Faktor-falctor tersebut dalam ayat rni tidak harus
semuanya dipergunakan dalarn menghitung Nilai
Jual Kendaraan ni Atas ^q,ir.

Ayat (4) 
, 
Dasar pcngenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dapat
ditetapkan lebih rendahdari Nilai Jual Kendaraan Di
Atas Air.

Ayat (5) Cukupjelas

Pasal 7

Cukup jela

Pasal 8

. Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas 
.r

Pasal 10

Ayat (1) Pemungutan Pajak Kendaraan Di Atas Air
merupakan satu kesatuan dengan pengurusan
administrasi Kendaraan Di Atas Air lainnya.

Ar'at (?) Cukupjelas
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Ayat (3) nTq dimaksud. dengan su,atu dan rain har, antaralain, kendaraan bermotor yang rusak aun iiA* dapatdigunakan lagi karena force nia;eure.

Ayar (4). Cukupjelas

Pasal llyd 34 ,

Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (t)
Huruf a 70 vo dan hasil pungubn pajak untuk baeianpropinsi vs'r*r 

j

,., Huruf b tO 
]|1,.iu{--ha1il-pnngilan _pajak unruk bagran'r' ' " ' 

,Kabupaten/I(ota dens; p.rriitirng* 'f,emragan
rertimbang berdasad6n,,,ob3ek p;jrk !** adadisetiap Kabupaten / Kota.

Ayat (2) CuLupjela .

Pasal 36 s/d 38
Cukup jelas
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